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ABSTRAK

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas Harta Dalam Perkawinan
Dengan Pembuatan ARta Perjanjian Kawin, adalah dilatar belakangi bahwa
perkawinan yang dilangsungRan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya
berlaku percampuran harta di dalam perRawinan. Namun demikian dimungRinRan
para pihak, untuk, melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat
perRawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Dengan ini penulis membahas mengenai permasalan. Bagaimana
perlindungan hokum terhadap harta dalam perjanjian Rawin.Kendala Rendala yang
dihadapi terhadap perlaksanaan Perjanjian Rawin.Serta wewenang dan tanggung
jawab notaries atas akata yang dibuatnya.

Penulisan huRum ini menggunakan metode pendeRatan Yuridis Normatif
dengan menggunakan data seRunder. Adapun teRnik pengumpulan data seRunder
dilaRukan dengan cara study RepustaRgan. Data tersebut Kemudia diolah dan
dianalisis dengan menggunaRkan metode analisa Normatif Kualitatif.

Hasil  penelitian dengan adanya perjanjian Rawin akan memberi
perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami istri. Dalam
pelaksanaan perjanjian Rawin ada kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak,
Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya
adalah sebatas isi perjanjian Rawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin



ABSTRACT

Research about law protection of marriage wealth by making marriage
agreement certificate was based on marriage which carries out based on
Legislation No. 2, 1974 that basically prevailed asset mixed within marriage. But
it is possible for parties to carry out deviation about wealth management when
marriage occurred by making marriage agreement.

Protection of marriage wealth by makin marriage agreement certificate
was based on marriage. Barrier in marriage agreement implementation authority
and notary responsibility in makin certificate.

This law writing used juridical normative method by using secondary data.
And secondary data collection carries out by literature study. That data then
process and analyzed by using Qualitative Normative analysis method.

Research result by absence marriage agreement will give law protection to
the marriage wealth for both husband and wife. Within marriage agreement
implementation there were barrier which triggered conflict among parties.
Authority and notary responsibility in making certificate was limited of marriage
agreement content which already meet validation agreement requirement.

Keywords: Marriage Agreement
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis,
suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di
dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural.
Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai
negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan
dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya
zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat Kkini semakin
kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang
menyendiri, namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan
meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi
kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia
dan berusaha untuk meneruskan Kketurunan dengan cara
melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu
mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai
tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas

saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam



penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal
bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui
para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun
pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah,
yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab
dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja
salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah
tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju
pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya®.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang
menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak
dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang
perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang
pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk
membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon
suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah?.

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad
yang sangat kuat atau mitsagah galidzan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1974), hal.47.
Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam,
Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta: Hidakarya Agung,



mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).?

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu
bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan
perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan
dan ketetanggaan®,

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata
membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti
hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak
dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-
hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan
ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan
keagamaan®.

Menurut hukum logika tidak bisa dikaitkan dengan pendapat Ter
Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan
kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat
dan urusan pribadi®.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan
yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan

negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian

1981), hal.11.

Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) ,
hal. 60.

H. Hilman, Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan
Hukum Adat dan Hukum  Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 8

ldem;

Ter Haar, Asas-asas Susunan Hukum Adat, (teriemahan Soebakti Poesponoto K.
Ng), (Jakarta, Pradnya Paramita), 1960, hal. 158.



masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai
titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan
dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua
warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu
perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak
maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan
melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara
suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-
masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah
bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang
Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan
kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum
keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas

7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama
perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu
perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan
didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak
ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta
peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan
perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing
akan menimbulkan suatu persoalan.

Priyanto Hadisaputro konsultan perkawinan dari Kantor Hukum P.
Hadisaputro menyebutkan beberapa tahun terakhir, Perjanjian Kawin
mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang
wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan
menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya
mengelola perusahaan®.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan,
dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak
atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama
dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah
pernikahan).

Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah
satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah

usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang

8 Dikutip dari Wiren, Perjanjian Kawin, http://wiren2u.blogspot.com/2009/08/ diakses



memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta
suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan
bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi
tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya
bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut,
keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha
lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan
kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal
ini banyak mengandung nilai positifnya.

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian
dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan
bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu
perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu
perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian
anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut
KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119
KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan
menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu :
harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh

sepanjang perkawinan.

23 September 2009.



Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat
sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta
nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat
nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau
kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai
catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama
dan kesusilaan®.

Dalam UU Nomor | Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam
Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat
dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang
diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta’lik
talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang
diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama
dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan
bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak
dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa
yang berlaku secara umum?°.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing

(calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan,

®  Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal

Centre Publishing, 2002), hal. 30.
H. A. Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,



hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan
merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek
hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu
membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai
kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi
peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya
dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama,
begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-
masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah
perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk
meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya
memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila
sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak
dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang
untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak
diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya
mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian
kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak
akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar

kesusilaan.

(Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 11.



Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi
terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat
menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada
pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun
diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari
hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-
persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3. Sesuatu hal tertentu;

»

Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis
atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik
yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud
dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau

perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk



pembuktian®*.

Dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta di bawah
tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila
tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak
yang menandatanganinya.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku
pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih
jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan
alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa
atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan
tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian
kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak
mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan
pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah,
sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna bagi para pihak™.

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus
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didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam
wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya
adalah memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis
tertarik untuk mengkaji masalah Bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta

Perjanjian Kawin.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka

permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum
terhadap harta dalam perjanjian perkawinan?

2. Bagaimana kendala-kendala yang
dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin tersebut?

3. Bagaimana wewenang dan
tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang

dibuatnya?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perlindungan

hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.
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2. Untuk mengetahui kendala-
kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin tersebut.

3. Untuk mengetahui wewenang dan
tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang

dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
langsung maupun tidak langsung antara lain :
1. Manfaat secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya
bidang hukum perkawinan.
2. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau
sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu,
khususnya ilmu hukum tentang masalah hukum keluarga,
sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk

pengembangan ilmu hukum.

Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, Cet. 1, (Jakarta: FH. Ul, 1997), hal.



E. Kerangka Pemikiran
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut Wirjono, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian
jika®®. Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk
melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan
taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak
dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup
bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat
dari anak-anak keturunannya.

Sementara itu di dalam KUHPerdata pengertian perkawinan tidak
dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan
dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti
Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip
monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling
setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi-pun tentang perkawinan,
akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan
sebagai berikut ;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan

89



seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan

bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang

kekal dan abadi**.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan

sebagai berikut :

a.

Suatu  perkawinan, supaya menjadi sah, harus
dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Perkawinan menurut KUHPerdata berasaskan monogami
(Pasal 27 KUHPerdata), sehingga bigami dan poligami dianggap
bertentangan dengan KUHPerdata;

Perkawinan pada asasnya harus berlangsung kekal dan
abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena
kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang
sejaun mungkin harus dihindari, KUHPerdata menganggap
perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena
suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah merupakan hubungan
hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam
perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan

diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan
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sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Il KUHPerdata, tetapi
ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi*>. Perkawinan
dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan
adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang
wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUH Perdata).

Berdasarkan pendapat Scholten  merumuskan pengertian
perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan
dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang
diakui oleh negara®®.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah
satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk
menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya)
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih sayang...”(Q.S.30:21 ).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan
pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga
melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin

keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan
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menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai
dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah
tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat
ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan
oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah
tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah),
mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir
menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang
melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak
menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling

menghormati, dan saling toleransi.

2. Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Secara umum dapat dilihat prinsip perkawinan menurut KUH

Perdata sebagai berikut :

a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhinya syarat-syarat hukum
dari perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26
KUH Perdata);

b. KUH Perdata tidak memandang faktor hukum agama sebagai
syarat sahnya perkawinan (Pasal 81 KUH Perdata).

Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata ialah peraturan

1 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta:



hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-
akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang
perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang
lama.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang
hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya
diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga
sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui
bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur
tangan pihak lain®®.

Pada dasarnya perkawinan tidak boleh dipandang hanya
sebatas hubungan keperdataan semata, tetapi harus pula
dipandang dari sudut yang jauh lebih penting, yaitu dipandang
sebagai suatu konsep yang mengandung tujuan luhur yang
merupakan maksud dan tujuan dari pada perkawinan sebagai suatu
hubungan yang mengandung bagaimana implementasi manusia
dalam melaksanakan setiap kewajiban sebagai mahkluk Tuhan
menurut kepercayaan yang dianutnya.

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan

pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
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untuk waktu yang lama®®.

Berdasarkan isi Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dapat dilihat

asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

a.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu
perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak
hanya ikatan lahir saja atau batin saja;

Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas
bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami,
artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang
suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila
dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta
memenuhi persyaratan tertentu;

Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya
dari masing-masing calon suami isteri;

Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa
dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,
agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan
kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;

Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;

Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
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rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat°.

3. Perjanjian Kawin

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian
kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara
calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan
apa isinya®.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan
sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda
kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain
berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum,
apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup
pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara
mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta’lik
talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada
isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta
kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak

hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa
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banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari
pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan
keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan
keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah
keuangan®.

Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan
memasukkan soal minat dalam Perjanjian Kawin. Misalnya, tetap
diizinkan menekuni hobinya dalam olahraga petualangan atau
koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibilang murah. Pasangan bisa
saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan

keuangan keluarga tak terganggu.

Harta Dalam Perkawinan

Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta
kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini
sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian
mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena
harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain.

Dalam kaitannyan dengan harta dalam perkawinan UU No. 1
Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan :

a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang
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perkawinan.

b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu
perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing— masing suami
istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak
tidak menentukan lain.

Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin
yang mereka buat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam
perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan
harta yang terbatas yaitu:

a. Persatuan untung rugi (gemeenschap van wins en verlies)
pasal 155 KUHPerdata.

b. Persatuan hasil dan keuntungan (gemeenschap van vruchten
en incomsten) Pasal 164 KUHPerdata.

Dalam perjanjian kawin pihak ketiga tidak ikut sebagai pihak
dalam perjanjian kawin tetapi pada saat pihak ketiga memberi
hadiah bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta
persatuan.

Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin
dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan
KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan
pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan

»  Gansam Anand, Persoalan Hukum Tentang Akta Otentik



ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).

1. Dalam Perjanijian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :

a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht)
: misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak
suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.

b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijk
macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak
atau pendidikan anak.

c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang
hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali
(Pasal 140 KUHPerdata).

2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta
peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141
KUHPerdata);

3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar
sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya
dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdata).

4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur
oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdata).

Perjanjian kawin harus diibuat dengan akta notaris sebelum
perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum

(van rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak perkawinan
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dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (Pasal
147 KUH Perdata). Setelah perkawinan berlangsung perjanjian
kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149
KUHPerdata) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali
istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan
meja dan ranjang.

Dalam hukum Islam Harta Kekayaan dalam perkawinan
(syrkaah ) diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 1 huruf f,
mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syrkah
adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama
suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya
disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama
siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama
dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-
masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat
yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai
penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan
sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang
punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya

mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawian.
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5. Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan
diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.
Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa siperoleh secara
atribut, delegasi atau mandat**. Wewenang secara atribut adalah
pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan
hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/
pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang
secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi
karena yang berkopenten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris
sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi,
karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN
sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan bukan
berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM
(Hak Asasi Manusia).

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad

ke I-lll, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai
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scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah
golongan orang yang mencatat pidato.lstilah notaris diambil dari
nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel
bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer25. Notaris
adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila
ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka
notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral
tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum
untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas
permintaan kliennya.

Dalam hal wewenang Notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal
1868 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa :

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta

dibuatnya.”
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Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai Undang-undang;
Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan
lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-
Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian
antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan
kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas
kebebasan berkontrak.

2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;

3. Kekuatan pembuktian yang sempurna;

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka
penyangkal harus membuktikan mengenai
ketidakbenarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri

dan kekhasan tersendiri, berupa :

1.

2.

Bentuknya yang bebas;

Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal
oleh pembuatnya;

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus

dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh

Erlangga,1982), hal.6



karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya

dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk

memperkuat pembuktian.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), UU No 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang, (Pasal 15 ayat (1));

2. Notaris berwenang pula sebagai berikut: a) mengesahkan tanda
tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b) membukukan
surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus; ¢) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan
berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d) melakukan
pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e)

memberikan  penyuluhan hukum  sehubungan dengan



pembuatan akta; f) membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan atau; g) membuat akta risalah lelang, (Pasal 15 ayat
(2));

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan, (Pasal 15 ayat (3)).

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode
atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,
sedangkan konsisten berati tidak adanya hal-hal yang bertentangan
dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang
diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memnubhi
syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode
penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana
pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian
tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan dan diolah.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Methodos”



dan ”logos”. Methodos berarti cara atau jalan, sedangkan logos

berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka

metodologi menyangkit masalah cara kerja untuk dapat memahami

objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian

adalah® :

1. Suatu tipe pemikiran yang dpergunakan dalam penelitian dan

penilaian.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan

3. Caratertentu untuk melakukan suatu prosedur

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari :

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.?’ Pada
penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar
yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data
sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data

sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 2007), hal.5

2’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13.



adalah  berupa penelitan  normatif, sehingga metode
kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat
bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan
perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan
peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam
praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis
terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah
suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku?® Segi yuridis terletak pada
penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan
asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa
permasalahan. Faktor-faktor yurdisnya adalah peraturan atau
norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau
literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan
hukum ini berkisar pada hukum harta dalam perkawinan sebagai
disiplin ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang

dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum
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peRpustakaan®® Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah
acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan
yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum perjanjian

perkawinan terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat Notaris.

. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan atau meluluskan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fata-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis
melalui peratura-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-
teori hukum, pendapat sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan
hukum yang berkaitan dengan masalah akta perjanjian kawin

yang terkait dengan harta dalam perkawinan.

. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data perimer dan sekunder diantaranya:
a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Reglemen Acara Perdata (Rv);

3) Het Haerziene Reglement (HIR);
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4) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk;

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6) Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris;

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia;

8) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang Pencatan
Nikah;

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat
membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:

1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti;

2) Hasil karya ilmiah para sarjana;

3) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan
petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yaitu:

1) Kamus hukum;
2) Ensiklopedi;
3) Media cetak dan elektronik.

4. Lokasi Penelitian didalam penulisan tesis



a. Kantor Urusan

Agama (KUA);
b. Kantor Catatan
Sipil;
C. Kantor Notaris;
d. Pengadilan

Negeri Kota Bekasi;
e. Pengadilan
Agama Kota Bekasi.
. Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:
a. Studi Dokumen
Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang
erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan
landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk

ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

b. Wawancara
Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-
pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian dalam
penyusunan tesis ini.

Teknik Analisis Data



Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan survey kelapangan melalui wawancara
pada objek penelitian berdasarkan pertanyan-pertanyaan yang
telah penulis siapkan guna memperoleh pendapat dan tanggapan
dari para pihak.

Disamping itu penulis juga menggunakan data sekunder
berupa dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan di
teliti.

Analisa data primer dan sekunder yang diperoleh dari
penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan
yuridis empiris, dilakukan secara yuridis kualitatif melalui
penafsiran dan abstraksi, untuk selanjutnya dituangkan dalam

bentuk uraian-uraian (deskripsi).

Sistematika Penulisan
Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri lima
Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling
berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
adapapun sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB|  PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang
Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode



BAB I

BAB llI

BAB IV

Penelitian berupa Sumber Hukum Primer, Sekunder dan
Tersier, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik
Analisa Data serta Jadwal Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai tinjauan

umum harta dalam perkawinan dan akta perjanjian kawin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian data primer dan sekunder
mengenai hasil penelitian di lapangan mengenai : Uraian
tentang kewenangan notaris tentang akta perjanjian kawin,
pelaksaan dan, kendala-kendala yang dihadapi para pihak.
PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan dan
saran-saran yang diperoleh dari hasil pembahasan atas
materi tesis sesuai dengan permasalahan yang dituangkan

dalam Bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam KUHPerdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas
diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan
perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal
103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia,
tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisipun tentang perkawinan,
akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan
sebagai berikut ;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan
seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan
bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang
kekal dan abadi®.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan
sebagai berikut :

a. Suatu  perkawinan, supaya menjadi sah, harus

dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku;

Perkawinan menurut KUHPerdata berasaskan monogami
(Pasal 27 KUHPerdata), sehingga bigami dan poligami dianggap
bertentangan dengan KUHPerdata;

Perkawinan pada asasnya harus berlangsung kekal dan
abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena
kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang
sejaun mungkin harus dihindari, KUHPerdata menganggap
perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena
suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah merupakan hubungan
hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam
perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan
diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan
sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Il KUHPerdata, tetapi
ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi**. Perkawinan
dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan
adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang
wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdata)

Berdasarkan pendapat Scholten = merumuskan pengertian

perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan
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dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang
diakui oleh negara®.

Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974

dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi :
"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya

menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur
batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut
Undang Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak
dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal
1 (satu) yang berbunyi :
"sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang
pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau
kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur
lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga
mempunyai peranan penting”

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur

pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :
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a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin anatara seorang pria
dengan seorang wanita.

b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa
pembentukan keluarga yangbahagiadan kekal itu berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus
didasarkan pada agama dan kpercayaan masing masing.
Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan :
"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing masingagama dan kepercayaanitu”

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah
satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk
menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya)
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih sayang...”(Q.S.30:21 ).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan
pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga

melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin
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keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan

menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai

dalam rumah tangganya.

Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan
Secara umum dapat dilihat prinsip perkawinan menurut KUH

Perdata sebagai berikut :

a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhinya syarat-syarat
hukum dari perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang
(Pasal 26 KUHPerdata);

b. KUHPerdata tidak memandang faktor hukum agama sebagai
syarat sahnya perkawinan (Pasal 81 KUHPerdata).

Hukum Perkawinan menurut KUHPerdata ialah peraturan
hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-
akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang
perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang
lama.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang
hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya
diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga
sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui
bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur

tangan pihak lain®*.
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Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan
pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk waktu yang lama®.

Berdasarkan isi Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974
dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus
merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja
atau batin saja;

b. lkatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa
hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini
bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat
mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan
sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;

c. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari
masing-masing calon suami isteri;

d. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan
raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat
mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak
berakhir dengan perceraian;

e. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;

f.  Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak
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dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun

dalam pergaulan masyarakat®.

3. Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan yaitu bagaimana hubungan yang timbul
antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan
kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan
keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri
dengan harta kekayaan yang mereka miliki.
Akibat Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata menimbulkan
hak dan kewajiban dapat dilihat dalam dua (2) hal yaitu :
a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri yaitu:

- adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong
menolong, bantu membantu dan apabila dilanggar dapat
menimbulkan pisah meja tempat tidur, dan dapat
mengajukan cerai (Pasal 103)

- Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus
menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau
keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi

kebutuhan istri (Pasal 104)

% Undang-undang No 1 Tahun 1974, Log.Cit;



Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan

perkawinan antara lain:

Suami adalah kepala rumah tangga, istri harus patuh kepada
suami sehingga istri tidak cakap kecuali ada izin dari suami.
Istri harus patuh terhadap suami, dengan demikian istri harus
mengikuti kewarganegaraan suami dan dia harus tunduk
pada hukum suami baik publik maupun privat (Pasal 106
KUHPerdata).

Suami bertugas mengurus : harta kekayaan bersama,
sebagian besar kekayaan pihak istri, menentukan tempat
tinggal, menentukan persoalan yang menyangkut kekuasaan
orang tua. Istri dianggap tidak cakap, tidak bisa mengurus
kekayaan sendiri.

Suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu
yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan

kemapuan dan kedudukannya (Pasal 107 KUHPerdata).

Akibat Perkawinan Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Hubungan Antara Suami Istri itu Sendiri, menimbulkan

hak dan kewajiban antara suami istri :

Menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga
yang utuh.
Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu

rumah tangga.



B.

Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan
kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut Undang
Undang ini istri cakap melakukan tindakan hukum sendiri,
tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu,
sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah
individual.

Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama
pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga,tidak ada
dominasi dan supremasi diantara keduanya.

Suami istri harus memiliki tempat tinggal ( domisili ) dan

istri harus ikut suami.

Untuk membentuk keluarga yang harmonis, maka suami istri

harus tinggal bersama sama dalam satu rumah, penting
untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan
dan juga dengan anak — anaknya.

Saling cinta mencintai dan hormat menghormati

Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati
dan setia serta memberi bantuan lahir batin kepada satu
dengan yang lainnya.

Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan
hidupnya Suami harus selalu bertanggung jawab terhadap

keperluan hidup keluarganya.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin



1. Pengertian Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313
KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuata